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- Regulasi piriggu-
naan anggaran ratusan juta oleh Pemko
Padang dalam program penrberiart santunan
kernatian dianggap Badan Pemeriksa Ke-
uangan (BPK) tidak tepat. Sebab itu, BPK
meminta Wali Kota Padang merevipi Pera-
turan Wali Kota (Perwako) yang. rnenjadi
lindasm dalan menialanJian program.

Kepala Sub Bagian Hurnas dan TU
Kepala.,Perwakilan di BPK Perwakilan
Provinsl Sunbar, Rita Rianti mengakui
kalau BPK merekonrendasikan agar pemako
yang menladi landasm pcmberian santunan
kernatian direvisi. -'Persoalannya hanya
peruako. Dalam rnernbua.lnya. pilmk terRait
tidak memperhatikan hturari yang ada di
atasnya. Sesuai dengan'hirarki perundang-
undangan, setiap peraturan yang dibuat,
mesti. sesuai dengan aturan yang ada di
atasnya, tidak boleh berlawanan, Sebab itu
direkomendasikan untuk direvisi. Pem-
berian atau penggunaannya tidak berma-
salah." ungkap Rita.

Ta'kait adanya informasi yahg Drenyebut
kalau Pernko Padang mesti mengembalikm
anggtrar salturan kematian ke kas daerah
karena melanggar hukum. dibantah oleh
Rita. BPK tak pernah memberikan reko-
mendasi agar Pemko Padang n'ielakukan
pengembalian anggilan. "Saya tegaskan,
rekomendasinya banya merevisi perwako.
bukan untuk rnengembalikan anggaran yang
sudah terpakdi. Tidak ada rekomendasi BPK
untuk menggmbalikan," tegas Rita lagi.

Hal ilu dibenarkan Kcpala Bagiqn Kesra
Padang. Jamilus. Disebutkan Jamiltis. tidak
ada rekomendasi BPK yang menyuruh untuk
mengganti santunan kenatian yang
sebelumnya sudah direalisasikan kepada
masyarakat. "BPK hanya menyampaikan
kepada kita untuk memperbaiki regulasinya
agar yang menerima itu hanya nrasyarakat
ymg miskin. Semenjak itu, regulasi tersebut
kami terapkan. Jadi. tidak ada kewajiban
mdr4ganti dana yang sudah ditealisasikm."
katanya.

Ditumrkan Jarnilus, Penrko Padhng sudah
merevisi Perwako Nornor 12 tahun 2015
yang meqiadi landman dalam me{alankan
program' "Jadi yang dlubah itu aturannya,
pr.ogram tetap jalm.sesuai atuan yang telab
dianjurkan BPK RI. Tahun ini, sudah ada 83
warga miskin yang mendapatkan santunan
kematian," ,tuturnya.
. Saat ini, penyrluran santunan lanya
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untuk warga miskin, Yang
ditmdai densan karnr Jmkesmas

"r^? 
Kurtu Iridonesia Sehat (KIS).

Apabila memang memenuhi sYa-

rat, tidak pedu waktu lama uniuk
proses pencairan. "Syarafnya,
memiliki KTP Padang, kartu
keluarga, surat keterangan miskin,
kartu JamkesmmlJamkesda/KlS,
kartu ahli waris dal sijenisnYa,
serta surg keterangan Fematian
dari kelurahan setempatj' ujarnya.

Dianggap nenyimpang
Wakil Ketua DPRD Padang,

Wahyu lramana Put{a nengang-
gap program santunzin kematian
yang dimbil dari belalija bantuan
sosial tidak tepat sasaran. "Saya
telah berkoordinasi dengan lem-
bagalembaga hukum, dan.Pro-
gram smtunan kematim ini jelas

menyimpang," kata'.WahYu lra-
mana Putra beberapa waknryang

lalu. r, -
Menurutnya, kebijakan Pem- i

ko Padan! sebaiknya melewati,
jalur asuransi yang lebih aman,'
dan tidak hcrus bermain dengan

aturan. ''Jika pos anggaran dari
hibah langsurig, malco harus bY

name. bv atldress dan tidak bisa

ditebak-iebak. Kalau bisa main
aman, lewat jalur muransi," PaPar
Wahyu. (h/ade/mg-mal)
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